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MOTTO 
 
“Sesungguhnya harta kekayaan itu terasa begitu manis. Barang siapa yang 
mendapatkannya dengan cara-cara yang benar dan dibelanjakan di jalan yang 
benar, maka harta itu adalah sebaik-baik pembantu baginya. Sedangkan orang 
yang mendapatkannya dari jalan yang tidak benar, maka ia bagaikan orang 
makan tapi tidak pernah merasa kenyang”  
(Muttafaqun „alaih) 
 
 
“Hendaklah kalian senantiasa berbuat jujur, karena sesungguhnya kejujuran 
akan membimbing kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan 
membimbing kepada surga, dan senantiasa seseorang itu berbuat kejujuran dan 
senantiasa berusaha berbuat jujur, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai 
orang jujur. Dan berhati-hatilah kalian dalam perbuatan, karena sesungguhnya 
kedustaan akan membimbing kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan 
akan membimbing kepada neraka. Dan senantiasa seseorang berbuat dusta dan 
berupaya untuk berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai pendusta” 
(Muttafaqun „alaih) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز ra R Er 
ش zai Z Zet 
ض sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
و mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ي ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
x 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
xi 
 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
xiii 
 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن للها نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
 Nur Sholikin, NIM: 132111020, “Analisis Penyelesaian Perkara 
Penggelapan/Ghulul di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khodijah Pedan 
Klaten” 
 Tindakan penggelapan/ghulul yang dilakukan oleh manajer KJKS 
Khodijah Pedan telah berpengaruh terhadap keuangan koperasi, sehingga 
menyebabkan keuangan KJKS Khodijah Pedan menjadi tidak stabil. Dalam hal ini 
diperlukan upaya hukum guna menyelesaiakan persoalan tersebut. Dalam hal 
sengketa penggelapan antara pengurus dan pengelola (manajer) di Koperasi 
Syariah belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan.  
 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Metode 
pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara agar 
diperoleh sumber data secara utuh. Dalam analisis data ini penulis akan 
mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian, yaitu data 
tentang bagaimana penyelesaian perkara penggelapan di KJKS Khodijah Pedan 
Klaten secara perdata, serta ke pengadilan mana gugatan perbuatan melawan 
hukum tersebut daiajukan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penggelapan/ghulul harus 
dipertanggungjawabkan oleh pelakunya baik di dunia maupun diakhirat. Dalam 
hal ini pihak KJKS Khodijah Pedan telah melakukan upaya hukum secara 
kekeluargaan (Non-Litigasi), akan tetapi tidak di indahkan oleh Manajer KJKS 
Khodijah. Karena jalan damai/musyawarah tidak berhasil, maka pihak lembaga 
melakukan upaya hukum secara litigasi yakni gugatan perdata di Pengadilan 
Agama Klaten. 
 
 
 Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Penggelapan, Ghulul, Koperasi Syariah. 
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ABSTRACT 
 
Nur Sholikin, NIM: 132111020, “Analysis Accomplishment Of Ezzembement/ 
Ghulul Dispute In Syari’ah Cooperative Finance Khodijah In Pedan, 
Klaten”. 
The way of emblezzement/ ghulul dispute that was acted by the manager 
of Syari‟ah Cooperative Finance Khodijah, Pedan has influenced to the 
cooperative‟s financial condition. This condition makes the Syari‟ah Cooperative 
Finance „Khodijah‟ becomes unstable. This case needs a legal action to 
accomplish the problem. This emblezzement/ gulul dispute between the 
administrators and the management (manager) in syari‟ah cooperative has never 
been arranged in law and regulation. 
The method used in this research is qualitative method research with 
descriptive analysis. The method in collecting data is documentation, interview, 
and observation to get complete data source. In this analysis, the rearcher will 
describe and analyze the data got from the research. The data is about how to 
accomplish the emblezzement in Syari‟ah Cooperative Financial in Pedan, Klaten 
ciminally and on a civilian basis, and to find which court this lawsuit be processed 
on a civilian basis. 
The result of the research shows that emblezzement/ gulul act must be 
some call to action in this life and after life. In this case, Syari‟ah Cooperative 
Finance Pedan has legally tried through the family ways (un-litigation). 
Unfortunately, this way has not been responsed well by the manager of Syariah 
Cooperative Finance Khodijah for this unsuccess ways, the institution has decided 
to get legal action in litigation. The action is the demands criminally in district 
court Klaten and the demands on a civilian basis in religious court Klaten.   
 
 
Keyword: Dispute, Emblezzement, Ghulul, Syariaah Cooperative Finance 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Saat ini di Indonesia lembaga keuangan syariah mulai berkembang, 
sebagai produk keuangan berbasis syariah kini telah menjadi fenomena 
kontemporer yang telah memberikan warna dalam perekonomian. 
Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya 
berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya instrumen 
keuangan berbasis syariah.
1
 
Dari banyak lembaga keuangan yang ada, koperasi syariah mulai 
menunjukkan eksistensinya dan mulai banyak diminati oleh masyarakat 
Indonesia khususnya masyarakat menengah kebawah (kalangan ekonomi 
lemah). Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Khodijah misalnya, 
koperasi ini merupakan salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang 
memanfaatkan dana dari masyarakat berupa tabungan dan menyalurkan 
kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Koperasi ini 
didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan 
perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2
 
Seiring dengan berkembangnya perekonomian di KJKS Khodijah, 
banyak pula masalah-masalah yang muncul sebagai resikonya. Berangkat 
                                                             
1
 Andi Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 27. 
2
 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 
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dari fakta hukum sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 
186/Pid.B/2015/PN.KLN, bahwa telah terjadi pelanggaran di KJKS 
Khodijah Pedan Klaten yakni berupa pencairan sertifikat warkat Wadiah 
milik KJKS Khodijah oleh manajernya di Puskopsyah Klaten. 
Kasus ini bermula ketika manajer KJKS Khodijah meminjam uang 
kepada Puskopsyah Klaten senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat 
ratus juta rupiah) atas nama KJKS Khodijah tanpa melalui rapat baik 
pengelola maupun pengurus koperasi. Karena jabatannya sebagai manajer 
di KJKS Khodijah maka pihak Puskopsyah memberikan pinjaman 
pembiayaan yang diajukan oleh manajer KJKS Khodijah tersebut. 
Mengetahui bahwa KJKS Khodijah mempunyai tabungan wadiah 
berjangka di Puskopsyah Klaten senilai Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar 
dua ratus juta rupiah), maka pada tanggal 31 Desember 2013, tabungan 
Wadiah berjangka milik KJKS Khodijah tersebut dicairkan dan digunakan 
untuk membayar angsuran pembiayaan/pinjaman yang ada di Puskopsyah 
Klaten.
3
 
Bahwa teradap fakta hukum diatas, Majelis Hakim pada 
Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara tersebut telah 
memberikan putusan sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa Hj. Sri Mulyani, S.Pd, MM, Alias Wiwik Binti 
Sutiyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
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 Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 186/Pid.B/2015/PN KLN dalam perkara 
Penggelapan Dalam Jabatan oleh Manajer KJKS Khodijah Pedan Klaten, dibacakan putusan 
tanggal  09 Nopember 2015. 
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melakukan Tindak Pidana “Penggelapan Dalam Jabatan” sebagaimana 
dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
 Sertifikat Wadiah berjangka No. 213.001 atas nama KJKS 
Khodijah Pedan Klaten senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta 
rupiah). 
 Sertifikat Wadiah berjangka No. 213.003 atas nama KJKS 
Khodijah Pedan Klaten senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta 
rupiah). 
 Sertifikat Wadiah berjangka No. 213.008 atas nama KJKS 
Khodijah Pedan Klaten senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta 
rupiah). 
 Sertifikat Wadiah berjangka No. 213.016 atas nama KJKS 
Khodijah Pedan Klaten senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah). 
Dikembalikan kepada KJKS Khodijah Pedan melalui saksi Hj. Fatimah 
Murniyati (selaku Ketua Pengurus KJKS Khodijah Pedan). 
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6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 
2000,- (dua ribu rupiah). 
Bahwa terhadap putusan tersebut majelis hakim telah menyerahkan 
barang bukti berupa Sertifikat Wadiah berjangka No. 213.001, No. 
213.003, No. 213.008, No. 213.016 dengan jumlah total senilai Rp. 
1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada KJKS Khodijah 
Pedan Klaten yang dalam hal ini di wakili oleh Hj. Fatimah Murniyati 
(selaku Ketua Pengurus KJKS Khodijah Pedan) . 
Bahwa terhadap perbuatan Manajer tersebut, KJKS Khodijah 
Pedan Klaten telah mengalami kerugian yang cukup besar. Maka dalam 
hal ini diperlukan upaya hukum baru guna menuntut ganti kerugian.  
Bahwa terhadap sengketa antara pengurus dan pengelola/manajer 
di lembaga keuangan syariah, belum diatur secara spesifik dalam undang-
undang ataupun peraturan lain, sehingga menimbulkan polemik dalam hal 
menentukan kewenangan absolut pengadilan. 
Bahwa dalam hal sengketa antara pengurus dengan 
pengelola/manajer koperasi tersebut, pihak koperasi telah melakukan 
upaya hukum baik secara non litigasi maupun litigasi. Kemudian 
memberikan kuasa kepada Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Wilayah 
„Aisyiyah untuk menyelesaiakan sengketa serta menormalisasikan 
keuangan KJKS Khodijah Pedan Klaten. 
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Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian terhadap perkara tersebut dengan skripsi yang  berjudul Analisis 
Penyelesaian Perkara Penggelapan/Ghulul Di KJKS Khodijah Pedan 
Klaten. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka penulis 
merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu: 
1. Bagaimana model penanganan perkara penggelapan/ghulul secara 
perdata pasca putusan nomor 186/Pid.B/2015/PN.KLN di KJKS 
Khodijah Pedan? 
2. Ke pengadilan manakah gugatan sengketa antara pengurus dan 
pengelola/manajer KJKS Khodijah tersebut diajukan? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu: 
1. Mengetahui model penanganan perkara penggelapan/ghulul secara 
perdata Pasca Putusan Nomor 186/Pid.B/2015/PN.KLN di KJKS 
Khodijah Pedan. 
2. Mengetahui ke pengadilan manakah gugatan sengketa antara pengurus 
dan pengelola/manajer KJKS Khodijah tersebut diselesaikan. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat 
sebagai berikut: 
1.  Manfaat Teoritis 
a. Memberikan  sumbangan  pengetahuan  dan  pemikiran  di  bidang  
ilmu hukum dan syariah, khususnya  tentang model penyelesaian 
sengketa di lembaga keuangan syariah. 
b. Hasil  penelitian  ini  dapat  menambah  referensi  sebagai  bahan  
acuan bagi penelitian yang akan datang. 
2.  Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai panduan bagi pihak 
yang sedang bersengketa, sebagai alternatif dalam penanganan 
perkara. 
b. Mengembangkan  penalaran,  membentuk  pola  pikir  dinamis  
sekaligus untuk  mengetahui  kemampuan  penulis  dalam  
menerapkan  ilmu  yang diperoleh. 
c. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat  mengenai  penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah kaitannya dengan perbankan syariah. 
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E. KERANGKA TEORI 
1.  Pengertian Koperasi Syariah 
Dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 
bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama 
berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka tidaklah heran muncul 
lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal 
pengembangan perekonomian Indonesia. Dalam penjelasan pasal ini, 
menjelaskan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan 
kemakmuran orang perseorangan dan bentuk usaha seperti itu yang 
tepat adalah koperasi yang didasarkan atas asas gotong royong, yang 
artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus 
tetap dilibatkan. Atas dasar pertimbangan itu, maka disahkan Undang-
Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 
“Tentang Perkoperasian” oleh Presiden Soeharto.4 
Secara umum prinsip operasional koperasi syariah adalah 
membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong-royong dan 
tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang 
syariah yaitu prinsip gotong-royong (ta’awun ala birri) dan bersifat 
kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal 
inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan 
tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan 
harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain koperasi syariah 
                                                             
4
Nur S Bukhori, Koperasi Syariah Teori dan Praktek, (Tangerang: Shuhuf Aufa Media PAM 
PRESS, 2012), hlm. 4. 
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merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui 
pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi 
yang dilakukan rasulullah dan para sahabatnya. 
Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan 
akad Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara 
bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan 
kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam 
kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling 
menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak 
diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan 
memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan 
partner lainnya. 
Asas utama koperasi syariah berdasarkan konsep gotong-royong, 
dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam 
hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus 
dibagi secara sama dan proporsional. 
Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah 
(syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan 
melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya. 
 
“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
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pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksaan-nya”. (Q.S Al-Maidah: 2).5 
 
2. Tinjauan Tentang Sengketa 
    A. Pengertian Sengketa 
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. 
Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara 
individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, 
antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan 
negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. 
Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat 
keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional 
maupun internasional. 
Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa 
dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut 
menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi 
menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang 
dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya 
hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan 
yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap 
kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik 
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Nur S Bukhori, Koperasi Syariah Teori dan Praktek, (Tangerang: Shuhuf Aufa Media PAM 
PRESS, 2012), hlm. 7-8. 
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sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi 
wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak
6
. 
Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan 
sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam 
perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam perjanjian.
7
 Hal yang sama juga disampaikan oleh 
Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa 
merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling 
mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-
perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.
8
 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah 
suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang 
saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana 
perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan 
wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. 
 
B.  Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah 
Secara umum penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi 
dua, yakni secara litigasi dan non litigasi. 
 
 
                                                             
6
 Nurnaningsih Amrani, Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, (Jakarta: Raja Grafindo, 
2012), hlm. 12 
7
 Ibid, hlm. 13 
8
 Takdir Rahmadi, Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2011), hlm. 1. 
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a. Penyelesaian Litigasi 
Salah satu cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
adalah melalui litigasi. Dalam hal ini, Pengadilan Agama yang 
diberi kewenangan dalam menyelesaiakan sengketa di perbankan 
syariah sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf (i) UU 3/2006 yaitu: 
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam dibidang : 
a. Perkawinan; 
b. Waris; 
c. Wasiat; 
d. Hibah; 
e. Wakaf; 
f. Zakat; 
g. Infaq 
h. Shadaqah; dan 
i. Ekonomi syariah. 
Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah 
hukum acara yang berlaku pada Peradilan Umum sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3400; selanjutnya disebut UU 7/1989) yang menyebutkan 
“Hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama 
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adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum, 
kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang ini”. 
Disamping melalui Peradilan Agama, sengketa perbankan 
syariah juga dapat diselesaikan melalui litigasi di Peradilan Umum. 
Adanya kewenangan Peradilan Umum dalam menyelesaiakan 
sengketa Perbankan Syariah setelah lahirnya ketentuan UU 
21/2008 didasarkan Pasal 55, yang menyatakan: 
1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh 
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 
2. Dalam hal para pihak telah memeperjanjikan penyelesaian 
sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad. 
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (2) tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip syariah.  
Penjelasan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan: 
1. Cukup jelas 
2. Yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan 
sesuai akad” adalah upaya sebagai berikut: 
a) Musyawarah; 
b) Mediasi perbankan; 
c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau 
lembaga arbitrase lain; dan/atau 
d) Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 
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3. Cukup Jelas9 
Dengan putusan MK Nomor No 93/PUU-IX/2012 maka 
saat ini tidak ada lagi dualisme dalam penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara 
litigasi mutlak menjadi kewenangan Peradilan Agama. 
b. Penyelesaian Non litigasi 
Penyelesaian sengketa melalui non litigasi merupakan 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diambil oleh para 
pihak ketika terjadi sengketa. Langkah penyelesaian sengketa 
dengan cara non litigasi ini diantaranya dapat dilakukan dengan 
penyelesaian internal antara kedua belah pihak, musyawarah atau 
melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). 
1. Musyawarah Internal 
Hal ini terjadi misalkan pihak yang terkait utang 
dengan pihak bank tetapi pada waktu jatuh tempo utang 
tersebut tidak dapat dibayarkan karena berbagai hal yang 
sesungguhnya bukan keinginan dari debitor (yang berutang), 
misalkan usaha bangkrut karena tingkat inflasi yang tinggi, 
krisis keuangan negara sehingga berdampak kepada 
perusahaan sehingga tidak meraup keuntungan. Utang yang 
tidak dipenuhi kewajibannya dapat menimbulkan perselisihan. 
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Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 
93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi ..., hlm. 14-15. 
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2.  Alternative Dispute Resolution (ADR) 
Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan 
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 
prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian 
sengketa diluar pengadilan dengan cara seperti konsultasi, 
negosisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian para ahli. Kesemua 
alternatif penyelesaian (ADR) tersebut mempunyai karakternya 
masing-masing. 
1. Konsultasi (concultation) 
Suatu tindakan yang bersifat “personal” antara 
suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang 
merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan 
memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan 
keperluan dan kebutuhan kliennya. 
2. Negosiasi (Negotiation) 
Negosiasi adalah proses konsensual yang digunakan 
para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka 
yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka 
yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah 
yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai 
penengah.
10
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Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan 
UU No. 21 Tahun 2008, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 39. 
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3. Mediasi (Mediation) 
Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan 
masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) 
bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari 
kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk 
memutus sengketa, melainkan hanya membantu para pihak 
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan 
kepadanya.
11
 
 
4. Konsiliasi (Conciliation) 
Jika pihak yang bersengketa tidak mampu 
merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang 
mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, 
proses ini disebut konsiliasi. Proses penyelesaian model ini 
mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus dimana 
pihak netral dapat berperan secara aktif maupun secara 
pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan pesetujuan 
atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya 
sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.
12
 
5. Penilaian ahli 
Jika para pihak yang bersengketa sudah melakukan 
upaya penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan 
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Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan 
UU No. 21 Tahun 2008..., hlm. 40. 
12
 Ibid., hlm. 41. 
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sebagaimana yang telah ditentukan dari awal baik melalui 
negosiasi, mediasi, konsiliasi atau yang lainnya, namun 
ditengah-tengah penyelesaian sengketa menemukan 
kebuntuan dan ketidak-sepahaman, maka barulah para 
pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketanya kepada 
Badan Aritrase.
13
 
 
3. Arbitrase Syariah 
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) 
adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat 
Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari 
Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. 
Berdirinya di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia 
(MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan 
tanggal 21 Oktober 1993 M. BAMUI didirikan dalam 
bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris 
Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. 
Basyarnas adalah salah satu penyelesaian diluar 
pengadilan (non litigasi) setelah kata mufakat dari hasil 
musyawarah tidak tercapai. Namun penyelesaian melalui 
Basyarnas dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan dan 
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Edi Hudiata,  Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 
93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi ......, hlm. 19. 
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dicantumkan dalam akta akad sejak awal sebelum sengketa 
disebut (Pactum de compromittendo).
14
 
 
B. Tinjauan Tentang Penggelapan/Gulul 
A. Pengertian Penggelapan 
Dalam tata hukum Indonesia, pengertian yuridis mengenai 
penggelapan dimuat dalam pasal 372 KUHP yang dirumuskan 
sebagai berikut: 
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum 
memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang 
lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, 
diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 
4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00”. 
 
Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. 
rumusan diatas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu 
menjadi gelap atau terang, seperti arti kata yang sebenarnya. 
Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan 
secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat belanda 
diberikan arti secara luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti 
kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak 
terang atau gelap. 
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93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi ..., hlm. 20. 
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Pada contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh 
temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. 
Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan 
yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikinnya 
menjadi gelap atau terang. Lebih mendekati pengertian bahwa 
pelaku tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai 
benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai 
seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang 
sepeda itu. 
Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut diatas, 
jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan 
memiliki (zicht toe igenen), sesuatu benda (eenig goed), yang 
sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam 
kekuasannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif 
meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), dan 
penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk).
15
 
B. Penggelapan Dalam Pandangan Islam 
Penggelapan dalam kosa kata Arab yaitu ghulul. menurut 
Ibnu Manzur ghulul berarti sangat kehausan dan kepanasan. 
Sementara itu menurut Abu Bakar Muhammad bin Abdillah bin al-
„Arabi menjelaskan bahwa perkataan ghulul secara kebahasaan 
mengandung dua pengertian, pengkhianatan dan kedengkian. 
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Dalam pada itu, Ibrahim Anis berpendapat bahwa perkataan gulul 
dalam kosa kata arab secara khusus mengacu kepada pengertian 
berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam 
harta-harta lain.
16
 
Adapun perkataan ghulul di dalam al-Qur‟an berarti 
berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam 
harta-harta lain, seperti bisnis atau pelayanan publik. Sebagaimana 
tersirat dalam Q.s Ali-Imran ayat 161 : 
 
”Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam 
urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya 
pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang 
dikhianatkanya itu. Kemudian setiap akan diberi balasan yang 
sempurna sesuai dengan apa yang dilakukanya, dan mereka tidak 
dizalimi”,(Ali-Imran/3:161). 
 
Berdasarkan asbabul nuzul dan penafsiran terhadap surat 
Ali-Imran/3: 161 tersebut, para ulama berbeda-beda dalam 
merumuskan pengetian ghulul, antara lain: Ibnu Hajar Al-Asqalani 
mendefinisikan ghulul sebagai pengkhianatan pada ghanimah. 
Sementara itu Muhammad Rawwas Qal‟ahjii, dan Hamid sadiq 
Qunaibi mengartikan ghulul adalah mengambil sesuatu dan 
menyembunyikannya dalam hartanya.  
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Berbeda dengan pengertian ghulul yang dikemukakan oleh 
Ibnu Hajar Al-Qalani dan Muhammad Rawwas Qal‟ahji, 
Muhammad bin Salim bin Said Babasil asy-Syafi‟i menjelaskan 
pengertian ghulul dengan uraian sebagai berikut. 
Dalam kitab az-Zawajir dijelaskan bahwa ghulul adalah 
tindakan mengkhususkan atau memisahkan yang dilakukan oleh 
seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta 
rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkan kepada 
pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang 
digelapkan itu sedikit.
17
 
Dengan demikian, pengertian dan cakupan makna al-ghulul 
berdasarkan definisi yang dirumuskan oleh para ulama klasik 
tersebut hanya terbatas tindakan pengambilan, penggelapan, 
berlaku curang atau berkhianat dalam urusan ghanimah, padahal 
sebenarnya al-ghulul sebagaimana yang disebut dalam surat Ali-
Imran ayat  161 mencakup makna dan ruang lingkup yang sangat 
luas berdasarkan kaidah Ushul-Fiqh sebagai berikut: Al-Ibrah bi 
umumil-lafdzi labikhususil-asbab, yang berarti bahwa, yang 
menjadi pertimbangan adalah keumuman lafal Al-Ghulul bukan 
sebab-sebab turunnya yang bersifat spesifik. Dengan demikian al-
Ghulul mencakup tindakan pengambilan, penggelapan, berlaku 
curang atau berkhianat dalam pengelolaan pajak, pendapatan asli 
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daerah, penyusunan dan pengalokasian anggaran pendapatan dan 
belanja negara (APBN), serta penyusunan dan pengalokasian dana 
non-budgeting lembaga pemerintah yang bukan departemen: 
termasuk juga Badan Usaha Milik Negara, Bantuan Likuidasi Bank 
Indonesia (BLBI), dan keseluruhan penggelapan dana lembaga 
pemerintah dan lembaga swasta, yayasan sosial atau bahkan dalam 
mengelola dana perorangan.
18
 
Bahwa Sanksi hukum pada tindakan Al-Ghulul sangat 
berat, meski sanksi yang disebutkan dalam Al-Qur‟an lebih bersifat 
ukhrawi. Sanksi hukum yang bersifat duniawi dikembalikan 
kepada pemerintah, lembaga pembuat undang-undang, dan aparat 
penegak hukum dengan memperhatikan hadits rasulullah sebagai 
penegasan sanksi hukum pada Ali-Imran ayat 161 yang 
menyebutkan:  
 
”Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia 
akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.”19 
 
Bahwa mengenai kewajiban mengembalikan hasil ghulul 
juga dapat dilihat pada kitab shoheh muslim: Dari Abu Hurairah ra, 
katanya: “Kami pergi bersama-sama Rasullullah SAW. untuk 
menggempur Chaibar dan itu ditaklukan. Kami tak dapat harta 
rampasan emas, perak, tetapi hanya mendapat perabotan rumah 
tangga, makanan dan pakaian. Setelah itu kami pergi menuju 
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suatu dataran di sana, sedang Rasullullah s.a.w. membawa 
seorang hamba sahayanya bernama Rifa’ah bin Zaid, pemberian 
seorang dari kabilah Juzam. Tatkala kami berhenti di pelembahan 
itu, dan Rifa’ah sedang membuka pelana kendaraannya, tiba-tiba 
ia dipanah musuh lalu mati seketika itu juga. Kata kami: 
berbahagialah dia! Dia mati syahid ya Rasullullah. kata 
Rasullullah s.a.w.: Tidak, demi Allah bahwa api menyala-nyala 
pada kain selendang yang dipakainya itu, karena diambilnya dari 
pada kain selendang yang dipakainya  itu, karena diambilnya 
daripada kain barang rampasan pada perang Chibar tadi sebelum 
pembagiannya. Mendengar itu datanglah orang laki-laki 
mengembalikan tali sandal yang diambilnya dari barang 
rampasan pada perang Chaibar juga. Kata Rasullullah s.a.w.: 
“Tali sandal dari api, tali sandal dari api.”20     
 
F. TELAAH PUSTAKA 
Skripsi Ulfa Laila, Analisis Kewenangan Penyelesaian Sengketa 
Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 
Agama. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kewenangan Peradilan 
Agama dan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
pasca lahirnya UU No 3 Tahun 2006.  
Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis 
lakukan adalah di dalam skripsi ini membahas tentang kewenangan 
Peradilan Agama dan Basyarnas dalam Penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah pasca lahirnya UU No 3 Tahun 2006, sedangkan dalam penelitian 
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 H.Arazak dan H. Rais Lathief, Terjemah Hadits Shahih Muslim Juz 1, (Jakarta, Pustaka Al-
Husna Baru, 2002), hlm. 78-79. 
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yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai kewenangan 
pengadilan dalam hal gugatan perkara penggelapan secara perdata di 
Koperasi Syariah. 
Skripsi Dina Aprilia, Metode Penyelesaian Wanperstasi Terhadap 
Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Di BMT Bina Ummat Sejahtera 
Cabang Paciran Lamongan). Dalam skripsi ini dijelaskan tentang hal-hal 
apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pembiayaan 
mudharabah di KSPPS BMT BUS Cabang Paciran serta Bagaimana 
Metode Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Mudharabah di KSPPS 
BMT BUS Cabang Paciran.  
Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan 
adalah Dalam skripsi ini dijelaskan tentang hal-hal apa saja yang 
menyebabkan terjadinya wanprestasi pembiayaan mudharabah di KSPPS 
BMT BUS Cabang Paciran serta Bagaimana Metode Penyelesaian 
Wanprestasi Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT BUS Cabang 
Paciran sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah 
mengenai model penanganan sengketa penggelapan di koperasi jasa 
keuangan syariah khodijah Pedan, baik secara litigasi maupun non litigasi. 
Buku Edi Hudiyata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah; 
Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi. 
Buku ini merupakan buku yang berbasis penelitian. Dalam buku ini 
dijelaskan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 
24 
 
 
 
93/PUU-X/2012 yang merupakan jawaban dari konflik antar norma 
hukum (antinomi hukum) antara UU 3/2006 dengan UU 21/2008. Putusan 
tersebut pada dasarnya menguatkan kewenangan Pengadilan Agama yang 
telah diamanatkan oleh UU 3/2006 dalam penyelesaian sengketa 
perbankan syariah melalui jalur litigasi. Akan tetapi Putusan MK Nomor 
93/PUU-X/2012 tersebut juga melahirkan persoalan baru mengenai 
penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non litigasi. Hal ini 
disebabkan karena penjelasan Pasal 55 ayat (2) telah dihapus, padahal 
norma utama dalam Pasal 22 ayat (2) tetap dipertahankan. Buku ini 
menjadi panduan dalam menganalisis fakta kejadian di lapangan. 
G. METODE PENELITIAN 
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang 
diperlukan, maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang 
bersifat kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-
kata, gambar, bukan angka. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana 
yang dikutip oleh Lexy J Moelong, penelitian kualitatif adalah prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
21
 
Sementara itu penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian 
yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-
fenomena yang ada, baik fenomena ilmiah maupun rekayasa manusia.
22
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1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research) 
dimana peneliti mencari jawaban atau permasalahan yang diteliti 
dengan kondisi lingkungan penelitian. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini penulis mengambil 
lokasi di KJKS Khodijah Pedan Klaten karena peneliti merupakan 
salah satu dari tim normalisasi KJKS Khodijah Pedan dari Majelis 
Hukum dan Ham Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah, sehingga 
sedikit atau banyak penulis mengetahui perjalanan KJKS Khodijah 
Pedan Klaten. 
3. Sumber Data 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis 
mengklasifikasi menjadi dua sumber : 
a. Data Primer 
Sumber utama yang dijadikan dasar dalam penelitian ini 
adalah hasil wawancara dan dokumentasi tentang model 
penyelesaian sengketa penggelapan secara perdata pasca putusan 
pidana No 186/Pid.B/2015/PN.KLN  serta penyelesaian sengketa 
antara pengurus dan manajer/pengelola di KJKS Khodijah Pedan. 
b. Data Sekunder 
Yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan 
melengkapi suatu analisa. Dalam penelitian ini yang dijadikan 
26 
 
 
 
sumber sekunder adalah buku-buku, reverensi, karya ilmiah, 
undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah, jurnal yang 
akan melengkapi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 
yang telah ada.
23
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah 
cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 
data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak 
dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat 
ditontonkan penggunaannnya.
24
 
Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung dalam 
objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti 
menggunakan metode sabagai berikut: 
a. Wawancara  
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 
yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan 
jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya dalam 
melakukan wawancara peneliti tidak terpaku pada teks, sehingga 
wawancara yang dilakukan bisa lebih luas dan mendalam.
25
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b. Dokumentasi 
Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-
barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti 
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, 
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. 
Metode dokumentasi peneliti gunakan untuk menggali data berupa 
dokumen terkait hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa di 
KJKS Khodijah Pedan Klaten.
26
 
5. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinya sebagai 
rangkaian proses menjaring data-data informasi yang dinilai 
sewajarnya mengenai suatu masalah dalam bidang kehidupan pada 
obyek tertentu. Agar mendapatkan data yang benar-benar valid, maka 
data-data yang telah terkumpul akan penulis analisis dengan 
menggunakan analisis data deskriptif. 
Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang 
berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan lain 
sebagainya, kemudian akan dideskripsikan sehingga dapat memberikan 
kejelasan terhadap kenyataan atau realitas yang ada.
27
 
Dalam analisis data ini, penulis akan mendeskripsikan dan 
menganalisa data yang diperoleh dari penelitian, yaitu data tentang 
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penyebab terjadinya sengketa dan model penanganan perkara oleh tim 
normalisasi KJKS Khodijah Pedan Klaten. 
 
H. SISTEMATIKA PENULISAN 
Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing 
bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran 
yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam 
sistematika berikut: 
BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memasukkan 
Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, 
Sistematika Penulisan. 
BAB II Landasan Teori, meliputi Pengertian Koperasi Syariah, 
Jenis Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah, Penanganan 
Perkara di Lembaga Keuangan Syariah, Pengertian Penggelapan/gulul, 
Pengertian Perbuatan Melawan Hukum, serta tinjauan tentang Manajemen 
di Lembaga Keuangan Syariah. 
 BAB III Gambaran Umum KJKS Khodijah Pedan Klaten, 
meliputi Profil KJKS Khodijah Pedan Klaten, Produk dan Jasa, Lokasi 
KJKS Khodijah Pedan Klaten dan Penyelesaian Sengketa di KJKS 
Khodijah Pedan Klaten. 
BAB IVAnalisis Data, Dalam bab ini akan dibahas tentang analisis 
terhadap perkara yang meliputi Bagaimana Penyelesaian Sengketa 
29 
 
 
 
Penggelapan Secara Perdata Pasca Putusan Nomor 
186/Pid.B/2015/PN.KLN serta Ke Pengadilan mana Gugatan Sengketa 
Antara Pengurus dan Manajer Tersebut Diajukan. 
BAB V Penutup, dalam bab terakhir ini penulis akan memasukkan 
beberapa kesimpulan dan saran. 
Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini dicantumkan juga daftar 
pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penjabaran penulisan 
hukum yang didapat dari hasil penelitian penulis.  
30 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH 
1. Manajemen Umum 
a. Strategi Sasaran 
Koperasi Syariah adalah termasuk lembaga keuangan yang 
harus dikelola secara amanah, profesional dan mandiri. Koperasi 
syariah juga merupakan faktor pendukung utama dalam 
mewujudkan pilar perekonomian suatu bangsa (umat). Disamping 
itu juga dituntut untuk melakukan berbagai inovasi dan menjalin 
sinergi dalam mengimplementasikan berbagai program. Prestasi 
koperasi syariah bukan semata-mata ditentukan oleh pendapatan 
atau laba saja, melainkan juga ditentukan oleh ketepatan 
penyalurannya dan keberhasilan melakukan sinergi dengan 
lembaga sejenis. 
Mengingat begitu pentingnya koperasi syariah, maka 
dibutuhkan suatu strategi dan sasaran koperasi syariah yang matang 
dan dituangkan dalam rencana kerja dan Anggaran Tahunan 
Koperasi Syariah (RKATKS) sebagai acuan pengurus dalam 
melakukan kegiatan operasional koperasi syariah. RKATKS dibuat 
 
30 
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oleh pengelola dan pengurus pada periode akhir tahun, sehingga 
awal tahun sudah dapat digunakan sebagai acuan operasional.
28
 
b. Manajemen Resiko Koperasi Syariah 
Resiko manajemen koperasi syariah pada unit jasa keuangan 
syariah (UJKS) memiliki 5 macam tingkat resiko yang terdiri atas: 
1. Resiko Likuiditas29 
a. Kelancaran pengembalian investasi harus tetap dijaga guna 
memperkecil resiko likuiditas koperasi syariah. 
b. Pemeliharaan likuiditas dapat dilakukan dengan 
menghitung 
Cash Rasio (CR)    :Kas dan Setara Kas 
      Hutang Lancar 
 
Fianancing Debit Ratio (FDR)  :Total Pembiayaan 
      Penghimpunan Dana 
 
2. Resiko Pembiayaan30 
Dalam memberikan pembiayaan perlu ditekankan analisa 
pembiayaan yang cermat dengan memperlakukan prinsip 
kehati-hatian. Pemantauan kepatuhan anggota pembiayaan 
harus senantiasa dapat dikontrol melalui kartu pembiayaan 
setiap bulannya oleh bagian pembiayaan maupun manajer 
koperasi syariah. 
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Pengikatan agunan dilakukan secara nota riil setelah 
diadakan taksasi agunan dengan melihat NJOP bagi anggota 
pembiayaan yang menyerahkan jaminan dalam bentuk SHM 
(Sertifikat Hak Milik) atau harga pasaran bagi BPKB kendaraan 
mobil maupun motor setelah dibuktikan kebenarannya nomor 
mesin dengan BPKB nya. 
3. Resiko Operasional 
Pembentukan Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva 
(CPPA) harus dibentuk oleh manajemen koperasi syariah yakni 
sebesar 0,5% bagi setiap pembiayaan lancar, 10% bagi 
pembiayaan yang kurang lancar, 50% bagi pembiayaan yang 
diragukan tingkat pengembaliannya dan 100% bagi pembiayaan 
dengan kategori macet. 
Setiap kali Dewan Pengawas menemukan transaksi yang 
tidak sesuai dengan rencana kerja yang dibuat pengrus koperasi 
syariah ataupun terjadi penyimpangan dalam operasional oleh 
manajemen, maka harus segera melaporkan pada pengurus 
untuk segera mengadakan perbaikan atau pembenahan.
31
 
4. Resiko Hukum 
Setiap akad-akad perjanjian sedapat mungkin dibuat 
berdasarkan nota riil, dan menyebutkan dalam klausul akad 
tersebut “apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, maka 
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kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan oleh BASYARNAS 
(Badan Arbitrase Syariah Nasional)” atau Pengadilan Agama 
setempat, para pihak harus memilih salah satu lembaga. 
Penyelesaian pembiayaan bermasalah (Remedial), 
pengelola koperasi syariah yang melayani anggotanya dari 
berbagai lapisan masyarakat sangat rentan terhadap 
pembiayaan-pembiayaan bermasalah. Untuk itu perlu 
mengambil langkah-langkah tertentu dalam penyelesaian 
pembiayaan bermasalah tersebut dalam bentuk preventif yaitu 
dengan melakukan perubahan melalui restructuring (penataan 
kembali), rescheduling (penjadwalan kembali) dan 
reconditioning (persyaratan kembali).
32
 
5. Resiko Kepengurusan dan Pengelolaan 
Pengurus dan pengelola koperasi syariah tidak boleh 
mencampuri usaha-usaha koperasi syariah dengan kepentingan 
usaha pribadi, saudara dan keluarganya. Usaha-usaha koperasi 
syariah harus dilakukan secara independen tanpa dicampuri 
urusan pribadi pengurus maupun pengelola.  
Pengurus dan pengelola harus memiliki kemampuan 
peningkatan permodalan koperasi syariah, jika tidak maka 
usahanya tidak akan berkembang.  
                                                             
32
Nur S Bukhori, Koperasi Syariah Teori dan Praktek...., hlm. 82. 
34 
 
 
 
Dalam menjalankan operasional koperasi syariah, 
penanggungjawab bidang pembiayaan tidak boleh melakukan 
hal-hal yang cenderung menguntungkan pribadinya, seperti 
meminta atau menerima suatu pemberian sesuatu baik uang, 
tips maupun dalam bentuk barang dari anggota yang terlibat 
dalam pembiayaan. 
Dewan pengawas harus benar-benar melakukan fungsi 
pengawasan secara kontinu ataupun berkala, guna menghindari 
resiko penyimpangan yang kemungkinan terjadi.
33
 
 
c. Manajemen Pemasaran  
Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha 
koperasi syariah yang ditujukan untuk memperkenalkan produk 
yang ditawarkan, menentukan tingkat margin, bagi hasil dan fee, 
mempromosikan, mendistribusikan aktiva secara produktif yang 
dapat memberikan keuntungan maksimal baik kepada stake holder 
maupun share holder potensial. 
Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwasannya proses 
pemasaran koperasi syariah harus dimulai sebelum terjadinya akad-
akad pembiayaan. Keputusan-keputusan pemasaran dibuat untuk: 
a. Memperkenalkan produk dan jasa koperasi syariah yang 
ditawarkan. 
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b. Menentukan anggota, calon anggota dan masyarakat yang akan 
dibidik. 
c. Menentukan tingkat margin, bagi hasil dan fee sebagai agen. 
d. Memberikan kepuasan pada anggota maupun masyarakat luas.34 
 
d. Manajemen Keuangan 
1. Fungsi Koperasi Syariah: 
a. Manajer Investasi; Agen Mudharabah dan Agen Investasi 
b. Penyedia Jasa Keuangan (Investor) 
c. Pengemban Fungsi Sosial 
2. Tujuan 
a. Pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi syariah 
agar sesuai tujuan: 
- Pengembalian putusan investasi dan pembiayaan 
- Menilai prospek arus kas 
- Memberikan informasi atas sumber daya ekonomi 
b. Memberikan informasi kepatuhan koperasi syariah terhadap 
prinsip-prinsip syariah 
- Memberikan informasi mengenai akad-akad yang harus 
digunakannya 
- Memberikan informasi pemenuhan fungsi sosial 
koperasi syariah terhadap anggota. 
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c. Agar laporan keuangan dapat menjadi daya banding 
d. Sebagai acuan minimum penyusunan laporan keuangan.35 
 
B. HUBUNGAN PENGURUS, PENGAWAS DAN PENGELOLA 
KOPERASI SYARIAH 
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 
atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan perkoperasian.  
Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah koperasi 
yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan 
sesuai prinsip syariah, termasuk pengelola zakat, infaq/sedekah, dan 
wakaf. Dalam melaksanakan fungsi keorganisasasian, koperasi syariah 
terdiri dari 3 elemen keanggotaan, yaitu: 
1. Pengurus Koperasi 
Pengurus koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan 
dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha 
koperasi. Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16 
/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 
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Pinjam dan Pembiayaan Syariah bahwa kedudukan dan 
tanggungjawab pengurus adalah sebagai berikut:  
1. Pengurus  KSP  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  Koperasi  serta 
diangkat dalam Rapat Anggota.  
2. Pengurus koperasi sekunder berasal dari perwakilan yangdiusulkan 
koperasi primer anggotanya.  
3. Persyaratan  untuk  menjadi  pengurus  berasal  dari anggota.   
4. Persyaratan  untuk  masa  jabatan  pengurus  periode selanjutnya 
sebagai berikut: 
a. Telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun; 
b. Tidak  pernah  dihukum  karena  melakukan  tindak pidana yang 
merugikan korporasi, keuangan negara, dan  atau  yang  
berkaitan  dengan  sektor  keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun 
sebelum pengangkatan;  
c. Tidak  mempunyai  hubungan  keluarga  sedarah  dan semenda  
sampai  derajat  kesatu  dengan  pengurus lain, pengawas, 
pengelola; dan   
d. Persyaratan  lain  untuk  dapat  dipilih  menjadi Pengurus diatur 
dalam Anggaran Dasar.  
5. Persyaratan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, 
dan huruf d.    
38 
 
 
 
6. Pengurus  bertanggungjawab  mengenai  segala  kegiatan 
pengelolaan  koperasi  dan  usahanya  kepada  Rapat Anggota atau 
Rapat Anggota Luar Biasa.  
7. Pengurus  diberhentikan  oleh  anggota  dalam  Rapat Anggota.  
8. Seorang  pengurus  KSP  Primer  dilarang  merangkap sebagai  
pengurus  atau  pengawas  pada  KSP  Primer  
2. Pengawas Koperasi 
Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih 
dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan 
dalam pengelolaan koperasi.Dewan pengawas syariah adalah dewan 
yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan 
rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah 
yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada 
koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan 
atau penafsiran terhadap  fatwa Dewan Syariah Nasional. 
Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16 
/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah bahwa kedudukan dan 
tanggungjawab pengawas adalah sebagai berikut:  
1. Pengawas  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  koperasi  serta diangkat 
pada Rapat Anggota.  
2. Pengawas  koperasi  sekunder  berasal  dari  perwakilan yang 
diusulkan koperasi primer anggotanya.  
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3. Persyaratan  untuk  dapat  dipilih  menjadi  pengawas meliputi:   
a. Telah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) 
tahun;  
b. Tidak  pernah  dihukum  karena  melakukan  tindak pidana 
yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan  atau  yang  
berkaitan  dengan  sektor  keuangan, dalam waktu 5 (lima) 
tahun sebelum pengangkatan;  
c. Tidak  mempunyai  hubungan  keluarga  sedarah  dan semenda  
sampai  derajat  kesatu  dengan  pengawas lain, pengurus, 
pengelola; dan  
d. Persyaratan  lain  untuk  dapat  dipilih  menjadi Pengawas 
diatur dalam Anggaran Dasar; 
4. Persyaratan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, 
dan huruf d.  
5. Pengawas  bertanggungjawab  pada  Rapat  Anggota  dan Rapat 
Anggota Luar Biasa.  
6. Pengawas  diberhentikan  oleh  anggota  dalam  rapat anggota.  
7. Seorang  Pengawas  KSP  Primer  dilarang  merangkap sebagai  
pengurus  atau  pengawas  pada  KSP  Primer lainnya.  
8. Apabila  ditemukan  permasalahan  yang  berpotensi menjadi  
kasus  hukum,  pengawas  dapat  meminta bantuan  jasa  Kantor  
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Akuntan  Publik  atau  Kantor  Jasa Audit untuk melakukan audit 
khusus.  
3. Pengelola Koperasi 
Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak ketiga yang 
diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha 
koperasi atau unit simpan pinjam koperasi.
36
 
Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16 
/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah bahwa kedudukan dan 
tanggungjawab pengelola adalah sebagai berikut:  
1. Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola KSP dan USP 
Koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat 
anggota. 
2. Pengelola  KSP  dan  USP  Koperasi  diberi  wewenang  dan 
kuasa  oleh  pengurus  untuk  mengelola  usaha  simpan pinjam.  
3. Pengelola  KSP  dan  USP  Koperasi  bertanggungjawab kepada 
pengurus.  
4. Pengelolaan  usaha  simpan  pinjam  oleh  pengelola  tidak 
mengurangi  tanggungjawab  pengurus  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (4).  
5. Pengelola usaha  simpan  pinjam  koperasi wajib memiliki 
sertifikat  standar  kompetensi  pengelola  usaha  simpan pinjam 
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yang dikeluarkan oleh  lembaga sertifikasi profesi yang  telah  
memperoleh  lisensi  sesuai  peraturan perundang-undangan.  
6. Hubungan  kerja  antara  pengelola  usaha  simpan  pinjam 
dengan pengurus KSP adalah hubungan kerja atas dasar 
perikatan yang memuat paling sedikit:  
a) Jangka waktu perjanjian kerja;  
b) Wewenang,  tanggungjawab,  hak  dan  kewajiban masing-
masing pihak; dan  
c) Penyelesaian perselisihan.37 
C.  Sebab-sebab Timbulnya Sengketa 
Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya 
sengketa, antara lain : 
1. Teori hubungan masyarakat 
Teori hubungan masyarakat, menitik beratkan adanya 
ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para 
penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik 
yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling 
pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, 
serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling 
menerima keberagaman dalam masyarakat.  
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2. Teori negosiasi prinsip 
Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi 
karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para 
penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat 
diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkanperasaan 
pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan 
negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang 
sudah tetap.
38
 
3. Teori identitas 
Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena 
sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. 
Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena 
identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan 
dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik 
dengan tujuan mengidentifikasikan ancaman-ancaman dan 
kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan 
rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan 
bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak. 
4. Teori kesalahpahaman antar budaya 
Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa 
konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi 
diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. 
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Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami 
konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, 
mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain. 
5.  Teori transformasi 
Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena 
adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta 
kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan 
masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini 
berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui 
beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang 
menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap 
jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta 
pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan 
pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan 
masing-masing.
39
 
6. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia 
Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat 
terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat 
terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. 
Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga 
jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis.Kepentingan 
substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang 
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yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, 
pangan, papan/rumah, dan kekayaan.Kepentingan prosedural 
(procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, 
sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan 
dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan 
dan empati.
40
 
 
D. Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah 
Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Ada 
beberapa cara untuk mengetahui kompetensi  dari suatu pengadilan untuk 
memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara: pertama, dapat dilihat 
dari pokok sengketanya, kedua, dengan melakukan pembedaan atas 
atribusi dan delegasi, ketiga, dengan melakukan pembedaan atas 
kompetensi absolut dan kompetensi relatif.
41
 
Menurut Sjahran Basah pembagian kompetensi atas atribusi dan 
delegasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Atribusi berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat 
(absolut) mengenai materinya, dapat dibedakan: 
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1. Secara horizintal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat 
dari suatu jenispengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan 
sederajat/setingkat. Contoh; pengadilan administrasi terhadap 
pengadilan negeri (umum), pengadilan agama atau pengadilan 
militer. 
2. Secara Vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat 
dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang 
secara berjenjang atau hierarkis mempunyai kedudukan lebih 
tinggi. Contoh; Pengadilan Negeri (Umum) terhadap pengadilan 
tinggi dan Mahkamah Agung. 
b. Distribusi berkaitan dengan pemberian wewenang, yang bersifat 
terperinci (relatif) diantara badan-badan yang sejenis mengenai 
wilayah hukum. Contoh Pengadilan Negeri Bandung dengan 
Pengadilan Negeri Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.
42
 
Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan 
pengadilan lingkungan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu 
perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. 
Sebagaimana diketahui bahwa menurut undang-undang No. 4 tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 2 ditetapkan bahwa 
penyelenggaran kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 
yang ada dibawahnya dalam lingkuungan peradilan umum, 
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lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
Sebelumnya juga berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 
14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa 
peradilan dibagi berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang 
dimiliki masing-masing berdasarkan diversity jurisdiction, 
kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-
masing lingkungan peradilan sesuai dengan subject matter of 
juriisdiction, sehingga masing-masing lingkungan berwenang 
mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. 
Selain itu, menurut Dr. Muhammad Nasir, S.H, MS., kompetensi 
absolut suatu badan peradilan merupakan atribusi kekuasaan berbagai 
jenis badan peradilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili 
serta menyelesaiakan setiap perkara yang diajukan kepadanya. 
Menurut pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, ada 
empat jenis peradilan di Indonesia, yaitu:
43
 
a. Peradilan Umum 
b. Peradilan Agama 
c. Peradilan Militer 
d. Peradilan Tata Usaha Negara 
Kewenangan Mutlak adalah wewenang badan pengadilan 
dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak dapat 
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diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan 
pengadilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) 
maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri dengan 
pengadilan agama). Menurut retno wulan,wewenang mutlak adalah 
menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, 
dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian 
kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa belanda disebut 
atributive van rechtmacht, yaitu wewenang mutlak yang menyangkut 
pembagian kekuasaan antara badan peradilan dilihat dari macamnya 
pengadilan dan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.
44
 
Terhadap kekuasaan Absolut ini, pengadilan agama diharuskan 
untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk 
kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk 
kekuasaan absolutnya, pengadilan agama dilarang menerimanya. Jika 
pengadilan agama menerimanya maka pihak tergugat dapat 
mengajukan keberatan yang disebut dengan “eksepsi absolut” dan 
jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama 
gugatan, bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai ditingkat 
banding atau ditingkat kasasi.
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Lingkungan kewenangan mengadili secara mutlak itu meliiputi: 
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1. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum 
pidana (umum dan khusus) dan perdata (yang umum memeriksa 
sengketa perdata) dan didalam peradilan umum itu terdapat juga 
peradilan niaga yang memeriiksa perkara merek dan kepaillitan, 
serta peradilan industrial pancasila. Jadi jelaslah bahwa kompetensi 
absolut dari peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, dan 
memutuskan perkara perdata yang dilakukan oleh orang-orang sipil 
dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan 
menentukan lain (pasal 50 UU No. 2 Tahun 1999). 
2. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, 
kewarisan, wakaf dan sedekah. Jadi jelaslah bahwa kompetensi 
absolut dari peradilan agama adalah memeriksa, mengadili dan 
memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam 
bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah 
(pasal 49 UU No. 50/2009). Dengan lahirnya udang-undang No 
3/2006 bahwa yang diberi kewenangan dalam menyelesaiakan 
sengketa di perbankan syariah sebagaimana ketentuan pasal 49 
huruf (i) UU 3/2006 yaitu: 
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam dibidang : 
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a) Perkawinan; 
b) Waris; 
c) Wasiat; 
d) Hibah; 
e) Wakaf; 
f) Zakat; 
g) Infaq 
h) Shadaqah; dan 
i) Ekonomi syariah.46 
3. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut dari 
peradilan tata usaha negara adalah memeriksa, mengadili dan 
memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara 
antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau 
pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan 
tata usaha negara, termasuk kewenangan kepegawaian (pasal 1 ayat 
4 UU No. 9/2004 PTUN) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan 
yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan 
dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu 
merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang 
bersangkutan (Pasal 3 UU No. 09//2004 PTUN). 
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4. Peradilan Militer berwenang memeriksa dan memutus perkara-
perkara pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat 
tertentu. Kompetensi absolut dari peradilan milter adalah 
memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana militer yang 
dilakukan oleh anggota militer (baik dari angkatan darat, angkatan 
laut angkatan udara).
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E. TINJAUAN TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN 
HUKUM 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas 
antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari 
undang-undang.akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian 
memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian 
didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak 
yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang 
lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, 
tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-
undang. 
Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka 
dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual 
antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita 
kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang 
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menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat 
diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut teori klasik yang 
membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan 
hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat 
pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian 
ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan 
atau disebut dengan istilah expectation loss atau winstdeving. Sedangkan 
tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan 
posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan 
melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang 
nyata atau reliance loss.
48
 
Jadi, yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan 
pihak lain. Terkait perbuatan melawan hukum telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yaitu dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan 
bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada 
orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut'. 
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Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan 
hukum antara lain sebagai berikut: 
1. Ada Perbuatan 
Untuk dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar 
hukum suatu perbuatan harus memenuhi unsur adanya pelanggaran 
yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan 
pihak lain mengalami kerugian. 
2. Ada Kesalahan 
Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau 
lebih untuk dapat dimasukkan kedalam klasifikasi perbuatan melawan 
hukum, maka suatu perbuatan harus mengandung unsur adanya 
kesalahan. Terlepas apakah kesalahan tersebut disengaja atau karena 
kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami kerugian, yang pasti 
suatu perbuatan tersebut telah mengakibatkan pihak lain mengalami 
kerugian sehingga unsur adanya kesalahan telah terpenuhi. Jika suatu 
kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah 
mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, maka adanya 
kesalahan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan 
hukum. 
3. Ada Kerugian 
Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh satu pihak 
atau lebih yang dapat mengakibatkan pihak lain mengalami satu 
kerugian baik itu kerugian materiil maupun moril, maka perbuatan 
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tersebut telah memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan melawan 
hukum. 
4. Ada Hubungan Kausal 
Yang dimaksud dengan hubungan kausal adalah hubungan 
sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang 
ditimbulkannya sangatlah erat dan tidak bisa dipisah-pisahkan.
49
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BAB III 
GAMBARAN UMUM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH 
KHODIJAH PEDAN KLATEN 
A. PROFIL KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH KHODIJAH 
PEDAN KLATEN 
I. Sejarah Singkat 
Berangkat dari sebuah pemikiran Pimpinan Cabang Aisyiah 
(PCA) Pedan Bagian Ekonomi yang ikut bertanggung jawab dalam 
rangka pembinaan kemandirian ekonomi keluarga/masyarakat. 
Kenyataan yang ada bahwa masih banyak warga masyarakat ekonomi 
menengah ke bawah  belum dapat terakses pada lembaga keuangan yang 
sudah ada. Atas dasar pemikiran itulah para pemrakarsa menuangkannya 
dalam suatu rapat perdana yang diadakan pada tanggal 19 Mei 2003 yang 
dihadiri 20 orang dari Muhammadiyah, `Aisyiah dan Ortom (Nasyiatul 
`Aisyiah),  mereka adalah : 
1.   H. Arief Riyadi    11. Sri Sundari  
2.   Drs. H. Ismadiyanto   12. H. Abdul Fatah 
3.   Drs. H. Jazuli Fadiel   13. Setriyani Anggoro 
4.   M. Wagimin, S Pd   14. Hj. Sutinah Sutiyano 
5.   H. Kartiko Anggoro, SE   15. Dra. Tri Siswanti 
6.   Sucipto     16. Sri Mulyani, S Pd 
7.   H. Rabiman    17. Endro Wijanarko, SH 
8.   HM. Wiyono, S Ag   18. Sri Sadinu 
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9.   Rin Sucipto    19. Purwaningsih 
10.Hj. Maryati     20. Hj. Mutmainah 
Dari sini dibentuk susunan kepengurusan pertama : 
Ketua  : 1. Sri Sundari 
     2. H. Arief Riyadi 
Sekretaris  : Sri Mulyani, S Pd 
Bendahara  : 1. Dra. Tri Siswanti 
     2. Hj. Mutmainah  
Ditindaklanjutidenganpertemuanberikutnya membahas langkah-
langkah pembentukan lembaga keuangan sistem syariah dalam bentuk 
koperasi syariah  yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khodijah. 
Kehadiran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khodijah mencoba untuk 
memberikan sumbangsih dalam bentuk permodalan, barang dan jasa lain. 
Seiring dengan hal tersebut masyarakat dapat mengetahui konsep 
perekonomian syariah dan akhirnya diharapkan konsep tersebut 
termanifestasi dalam muamalah khususnya di bidang ekonomi. Konsep 
operasional KJKS Khodijah sebagaimana BMT-BMT yang ada, yaitu 
disatu sisi adalah bagian Tamwil yang berorientasi profit dan di sisi yang 
lain adalah bagian Maal yang berorientasi sosial.  
 
 
 
56 
 
 
 
II. IDENTITAS UMUM 
Nama lembaga             : Koperasi Jasa Keuangan Syariah ( KJKS ) Syariah 
Khodijah 
Didirikan : Senin, 04 Agustus 2003 
Alamat : Jl. Ronggo Warsito A 75 Pedan Klaten 
Telp/Fax : (0272) 898234, (0272) 3101051 
E-mail : KJKS_khodijahpedan@yahoo.co.id 
Dasar Operasional : Al Qur`an dan Al Hadits 
Nomor Badan hukum :181.4/219/BH/15 
Nomor  NPWP : 02.376.676.9-552.000 
 
III. VISI DAN MISI 
A) VISI : 
1.   Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang terbebas dari riba. 
2.   Membina ekonomi ummat menuju kemandirian. 
 
B) MISI : 
1. Beroperasional secara syariah (berbagi hasil) dengan cara amanah, 
mudah, simpatik dan profesional. 
2. Satu-satunya pilihan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan 
ekonomi keluarga yang  insya Allah barokah. 
3. Mewujudkan Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat pada 
Umumnya. 
57 
 
 
 
B. PRODUK DAN LAYANAN 
1) DIVISI TAMWIL 
SIMPANAN : 
1.   Simpanan Mudharobah (Simudha) 
2.   Simpanan Qurban (Simba) 
3.   Simpanan Pendidikan (Sidika) 
4.   Simpanan Hari Raya (Simha) 
5.   Simpanan Haji (Labbaika) 
6.   Simpanan Walimah (Sialli) 
7.   Simpanan Amanah (Simama) 
8.   Simpanan Masa Depan (Simasda) 
9.   Simpanan Umroh 
10. Simpanan Wadiah Berjangka (Wikadia) 
 PEMBIAYAAN : 
1. Musyarakah 
2. Mudharobah 
3. Murabahah 
4. Ijaroh 
5. Al Hawalah 
6. Pinjaman  Pendampingan 
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C. STRUKTUR ORGANISASI PERIODE 2016-2018 
I. PENGURUS 
 Ketua Umum : H. Moh. Wagimin, S Pd 
 Ketua I  : Hj. Fatimah Murniyati 
 Ketua II  : Drs, H. Ismadiyanto 
 Ketua III  : Marfu`ah Yuliastuti 
 Ketua IV  : Sucipto 
 Sekretaris I  : Hj. Dyah Purwaningsih 
 Sekretaris III : Hj. Suratmi 
 Bendahara I  : Hj. Dhian Ardiani, A Md 
 Bendahara II : Ngatini 
 Bendahara III : H. Abdul Fatah, S PdI 
II. PENGAWAS 
1. H. Purwanto 
2. Setyo Masruki 
3. Suwarti, NS 
III. DEWAN SYARIAH 
1. Drs. Suyanto, M Pd 
2. Hj. Sutarni, S P 
3. H.M. Wiyono, S Ag 
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D. SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI KOPERASI 
JASA KEUANGAN SYARIAH KHODIJAH PEDAN KLATEN 
1. Penyebab Sengketa 
Adapun yang menjadi penyebeb sengketa dalam perkara 
penggelapan oleh manajer KJKS Khodijah adalah sebagai berikut: 
Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi yang dahulu 
bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) “Syari‟ah Khodijah” berdasarkan 
Akta Pendirian Koperasi Nomor : 181.4/219/BH/15 Tanggal 1 September 
2003 kemudian berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
(KJKS) “Syari‟ah Khodijah”,berdasarkan Rapat Anggota Khusus 
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada tanggal 16 Desember 2009 
sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus 
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, sebagaimana dalam Akta Notaris 
Nomor : 06, tanggal 12 Januari 2010.  
Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Koperasi 
Jasa Keuangan Syari‟ah berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan 
sistem ekonomi syari‟ah. 
Bahwa dalam menjalankan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
Khodijah Pedan Penggugat mengangkat pengelola Koperasi yaitu 
Tergugat I sebagai Manager sejak 4 Agustus 2003 dan telah di berhentikan 
dengan tidak hormat oleh Penggugat pada  tanggal 24 April 2016. 
Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 7 Januari 2011 sampai 
dengan tanggal 18 September 2013, Manajer telah menggunakan dana 
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milik penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, jumlah 
keseluruhannya sebesar Rp.2.725.490.000,- (dua milyar tujuh ratus dua 
puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) Dengan cara 
Manajer membuat akad-akad Pembiayaan fiktif  antara lain : 
a. Akad Pembiayaan Nomor : 150-56, atas nama Titik Rahayu, alamat : 
Kunden, Jetiswetan, Pedan, Klaten sebesar Rp. 148.000.000,- 
tertanggal 07 Januari 2011. 
b. Akad Pembiayaan Nomor : 600-56, atas nama Titik Rahayu, alamat : 
Kunden, Jetiswetan, Pedan, Klaten sebesar Rp. 212.000.000,- 
tertanggal 26 Agustus  2011. 
c. Akad Pembiayaan Nomor : 150-056, atas nama Titik Rahayu, alamat : 
Kunden, Jetiswetan, Pedan, Klaten sebesar Rp. 266.000.000,- 
tertanggal 26 Maret 2012. 
d. Akad Pembiayaan Nomor : 150-332, atas nama : Sugihartono, A.Md, 
beralamat Kunden, Jetiswetan, Pedan. Sebesar Rp. 200.000.000,- 
tertanggal 27 Maret 2012.  
e. Akad Pembiayaan Nomor : 4890, sebesar Rp. 211.000.000,- atas 
namaUntung Riyadi, alamat : Methuk Lor RT. 02 RW. 01 Tegalyoso, 
Klaten Selatan, Klaten pada tanggal 18 Maret 2013 
f. Akad Pembiayaan  Nomor : 4891, sebesar Rp. 210.000.000,- atas 
namaLilik Septian, alamat : Sangkal Putung RT. 03 RW. 11 Klaten 
Utara, Klaten, pada tanggal 18 Maret 2013 
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g. Akad Pembiayaan Nomor : 4999, atas nama : Astrid Violeta/Sri 
Mulyani, beralamat Kunden Jetiswetan, Pedan, Klaten. Sebesar Rp. 
478.490.000,- tertanggal 30 Juni 2013.  
h. Akad Pembiayaan Nomor : 1.11.01553 sebesar Rp. 500.000,000,- atas 
namaAna Sulistiyanti, alamat : Jl. Kedung Randu 237 RT. 01 RW. 05 
Tembalang Semarang, pada tanggal 18 September 2013. 
i. Akad Pembiayaan Nomor : 1.11.01554 sebesar Rp. 500.000,000,- atas 
namaRahmad, SH. alamat : Jl. Kedung Randu 237 RT. 01 RW. 05 
Tembalang Semarang, pada tanggal 18 September 2013. 
Bahwa dalam proses pencairan akad-akad tersebut di atas, Manajer 
menyampaikan kepada manager pembiayaan bahwa nama-nama tersebut 
mengajukan pembiayaanuntuk membeli tanah, dimana Tergugat 
memerintahkan kepada manager pembiayaan membuatkan akad-akad 
tersebut diatas, dan setelah itu atas perintah Manajer pula menyuruh teler 
membayar, dimana biaya biaya administrasinya diambilkan dari uang 
pencairan. Akad-akad tersebut dibawa oleh manager (Tergugat I) akan 
dimintakan tanda tangan yang bersangkutan. 
Bahwa Uang tersebut diterima utuh oleh Manajer, namun ternyata 
uang-uang tersebut tidak diterima oleh yang bersangkutan (nama-nama 
yang mengajukan), bahkan akad-akad pembiayaan yang sudah 
ditandatangani bagian pembiayaan, teller dan atau marketing tidak pernah 
ditandatangani oleh manager (Tergugat I) dan yang bersangkutan. 
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Bahwa dengan demikian Penggugat tidak pernah mengadakan akad 
pembiayaan dengan Titik Rahayu, Sugihartono, Lilik Septian, Untung R, 
Astrid Violeta, Ana Sulistiyanti dan Rahmad, SH. Sehingga  9 akad 
pembiayaan tersebut di atas adalah fiktif. Dengan demikian Tergugat I 
(manager) telah menghianati amanah yang telah diberikan Penggugat 
kepada Tergugat I (manager). 
Bahwa perbuatan Tergugat 1 (manager) yang telah menggunakan 
uang milik penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dengan 
caraTergugat I membuat akad-akad Pembiayaan fiktif dengan totalsebesar 
Rp.2.725.490.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat 
ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sehinggatelah menimbulkan kerugian 
bagi Penggugat. 
Bahwa akibat perbuatan Manajer telah menimbulkan kerugian bagi 
Penggugat sebesar Rp.2.725.490.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh 
lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).Sehingga Penggugat 
mengalami kebangkrutan dan tidak dapat melaksanakan operasional secara 
normal baik untuk penarikan tabungan dan simpanan anggota maupun 
pembiayaan.  
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2. Putusan Pengadilan Agama Klaten 
 
Bahwa terhadap perkara sebagaimana yang terurai diatas, 
Pengadilan Agama Klaten telah memeriksa perkara dan memberikan 
putusan sebagai berikut : 
Dalam Eksepsi 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah 
sebagaimana terurai diatas. 
Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa penggugat 
adalah badan hukum koperasi serba usaha (KSU) Syariah Khodijah 
berdasarkan Akta Pendirian Koperasi No. 181.4/219/BH/15, tanggal 1 
September 2003 yang kemudian berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah (KJKS) Khodijah berdasarkan rapat anggota khusus perubahan 
anggaran dasar koperasi tanggal 16 Desember 2009, akta notaris No. 06 
tanggal 12 Januari 2010. 
Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 
adalah Manager KJKS Khodijah Pedan yang diangkat sejak tanggal 4 
Agustus 2003 sampai tanggal 6 Oktober 2014 saat Tergugat 1 
diberhentikan dari jabatan manager. 
Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat 1 telah 
merugikan penggugat yakni dengan menyalahgunakan kewenangannya 
sebagai manager dalam kurun waktu antara tanggal 7 Januari 2011 sampai 
dengan tanggal 18 September 2013 telah menggunakan dana milik 
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penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat sebesar Rp. 
2.725.490.000,- dengan cara Tergugat 1 membuat akad-akad fiktif 
Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat 1 oleh 
karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu 
penghianatan atas amanah yang telah diberikan oleh penggugat dengan 
melakukan kedzaliman, kebatilan dengan cara ghulul. 
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Jo 
Perma nomor 1 tahun 2016, telah diupayakan perdamaian dan mediasi 
dengan hakim mediator (H. Muh. Dalhar Asnawi, SH), namun ternyata 
tidak berhasil. 
Menimbang bahwa tergugat I dan tergugat II didalam jawabannya 
telah mengajukan eksepsi sebagai berikut: 
Eksepsi tergugat I sebagi berikut: 
1. Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang, karena badan hukum 
(penggugat) hanya namanya saja yang syariah, sedangkan 
pelaksanaannya tidak syariah. 
2. Surat kuasa khusus penggugat tidak sah. 
3. Gugatan penggugat eror in persona (kelebihan pihak) 
4. Eksepsi legal standing Tergugat 1 tidak jelas. 
Eksepsi Tergugat II 
1. Gugatan penggugat tidak jelas (obscuur libel) 
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2. Gugatan penggugat eror in persona tergugat 2 tidak ada hubungan 
hukum dengan penggugat. 
Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat 
telah memberikan tanggapannya sebagai berikut: 
1. Bahwa badan hukum penggugat berdasarkan hukum Islam. 
2. Bahwa surat kuasa telah memenuhi syarat formil. 
3. Bahwa penggugat berhak menentukan para pihak. 
Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut majelis hakim 
memberikan pertimbangannya sebagai berikut: 
1. Bahwa eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur (obscuur 
libel), karena tidak jelasnya hubungan hukum antara penggugat 
dengan tergugat 1 dapat dibenarkan, dimana penggugat dalam surat 
gugatannya tidak secara rinci, tegas dan jelas dalam menguraikan 
dalil-dalil positanya tentang hubungan hukum antara penggugat 
dengan tergugat1 sebagai sengketa ekonomi  syariah, dimana 
seharusnya diuraikan oleh penggugat tentang hal-hal sebagai berikut: 
1. Apakah ada akad perjanjian antara Penggugat sebagai badan 
hukum dengan tergugat 1 sebagai manager ? 
2. Apakah akad perjanjian antara Penggugat sebagai badan hukum 
dengan Tergugat 1 sebagai manager berbentuk akad syariah ? 
3. Jika ada akad perjanjian antara penggugat sebagai badan hukum 
dengan tergugat 1 sebagai manager, hal-hal apa saja yang telah 
dilakukan oleh Tergugat 1 sehingga merugikan Penggugat ? 
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4. Unsur-unsur apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 sebagai 
perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat ? 
Menimbang, bahwa pendapat M. Yahya Harahap S.H dalam 
bukunya Hukum Acara Perdata cetakan kedua, Juni 2005 halaman 57 yang 
diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam perkara ini 
menyatakan bahwa mengenai perumusan dalil gugat (fundamentum 
petendi) muncul dua teori: 
Pertama, disebut substantierings theorie yang mengajarkan, dalil 
gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi 
dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahlui 
peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum 
tersebut. 
Kedua, teori individualisasi (individualisering theory), yang 
menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam 
gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum 
(rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. 
Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat terhadap 
Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III serta turut tergugat dapat dianggap 
telah cacat obscuur libel, karena tidak jelasnya hubungan hukum antara 
penggugat dengan tergugat I Tergugat II dan Tergugat III serta para turut 
tergugat, sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat 
formil dan materiel. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut diatas, maka eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat dapat di 
kabulkan. 
Dalam Pokok Perkara 
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, Tergugat II, 
dan para turut tergugat telah dikabulkan, maka tentang gugatan Penggugat 
dalam pokok perkara harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai 
yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22K/Sip/1974. 
Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena Penggugat 
dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Penggugat 
dihukum untuk membayar biaya perkara ini. 
Menimbang bahwa atas segala sesuatu yang telah disampaikan baik 
oleh Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat yang tidak 
dipertimbangkan dalam putusan ini, haruslah dianggap telah 
dikesampingkan. 
Memperhatikan akan segala pasal-pasal dari peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang 
bersangkutan dengan perkara ini : 
M E N G A D I L I 
Dalam Provisi 
 Menolak permohonan provisi Penggugat 
Dalam Eksepsi 
 Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat 
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Dalam Pokok Perkara 
1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet 
Onvankelijk Verklaard). 
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 
Rp. 2.771.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). 
Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah 
Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 Masehi, 
bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1437 Hijriyah. Oleh kami Drs, 
HM. Rosyid Yakub, MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arif Puji 
Haryono, S.H, MSI, dan H. Muh Dalhar Asnawi, SH. Masing-masing 
sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Mokhamad Farid, S.Ag, MH, 
sebagai Panitera, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh kuasa 
Penggugat, kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, kuasa Tergugat 3, kuasa Turut 
Tergugat 1, kuasa Turut Tergugat 4, kuasa Turut Tergugat 8 dan diluar 
hadirnya Turut Tergugat lainnya. 
3. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG 
 
Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi 
Agama Semarang adalah sebagai berikut: 
Menimbang bahwa sengketa/perselisihan Penggugat dengan 
Tergugat I tersebut adalah dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara 
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Penggugat selaku Pengurus Koperasi dengan Tergugat I selaku manajer 
Koperasi yang semula diangkat oleh Penggugat. 
Menimbang bahwa berkaitan dengan sengketa tersebut lebih 
dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 
Menimbang bahwa manajer Koperasi yang dalam Undang-undang 
disebut pengelola Koperasi, adalah anggota koperasi atau pihak ketiga 
yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola 
koperasi atau unit simpan pinjam koperasi demikian pengertian yang 
dimaksud oleh pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah RI (permenkop UMKM RI) Nomor 
16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syari‟ah oleh Koperasi dengan demikian 
berdasarkan pasal 15 ayat 3 Permenkop KUMKM RI tersebut maka 
pengelola  koperasi bertanggungjawab kepada pengurus koperasi. 
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 6 Permenkop dan 
UMKM RI tersebut bahwa hubungan kerja antara pengelola koperasi 
dengan pengurus adalah hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat 
paling sedikit 3 (tiga) hal yakni : (a) jangka waktu perjanjian kerja, (b) 
wewenang, tanggungjawab, Hak dan kewajiban masing-masing pihak dan 
(c) penyelesaian perselisihan. 
Menimbang bahwa dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 
tentang perkoperasian (yang telah dinyatakan tidak berlaku) maupun 
Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, tidak diatur 
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secara jelas tentang penyelesaian sengketa sesama anggota atau pengurus 
koperasi atau antara manajer (pengelola) dengan pengurus koperasi, 
namun begitu secara analogis sesuai dengan kententuan pasal 60 ayat 4 
Undang-undang nomor 17 tahun 2012 yang berbunyi : pengurus yang 
karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat 
ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 
anggota atas nama koperasi, berdasarkan hal tersebut maka terhadap 
pengelola (manajer) koperasi yang menyalah gunakan wewenangannya 
dan merugikan koperasi dapat juga digugat kepengadilanapabila tidak bisa 
diselesaikan secara musyawarah/ kekeluargaan. Adapun dalam Undang-
Undang tersebut yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan 
Umum. 
Menimbang bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk 
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah berdasarkan pasal 49 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan 
pasal 49 huruf i yang berbunyi : Yang dimaksud dengan ekonomi syariah 
adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 
syariah antara lain meliputi : (a) bank syariah (b) lembaga keuangan 
syariah (c) asuransi syariah (d) reasuransi syariah (e) reksa dana syariah (f) 
obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah (g) sekuritas 
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syariah (h) pembiayaan syariah (i) pegadaian syariah (j) dana pensiun 
lembaga keuangan syariah (k) bisnis syariah. 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dan kegiatan 
usaha tersebut adalah transaksi perekonomian/bisnis perorangan/nasabah 
dengan lembaga keuangan bank maupun non bank atau antar lembaga 
keuangan bank maupun non bank yang didasarkan pada prinsip syariah 
seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah 
dan lain-lain yang sejenis.  
Menimbang bahwa dalam perkara aquo, inti sengketa antara 
Penggugat selaku Pengurus Koperasi dengan Tergugat I selaku manajer 
(pengelola) Koperasi dan Tergugat II selaku suami Tergugat I serta 
Tergugat III bukanlah sengketa yang termasuk dalam pengertian perbuatan 
dan kegiatan usahaperekonomian/bisnis berdasarkan prinsip syariah yang 
penyelesaian sengketanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama 
sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang tersebut diatas. 
Menimbang bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 
maka Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0059/Pdt. 
G/2016/PA.Klt, tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan 
tanggal 12 Dzulhijjah 1437 Hijriyah harus dibatalkan, pula karena 
telah ternyata dalil eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Turut 
Tergugat I ditolak, maka Majelis Hakim tingkat banding mengadili 
sendiri sebagaimana dalam putusan ini. 
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M E N G A D I L I : 
- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh 
penggugat/pembanding dapat diterima; 
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0059/ 
Pdt. G/2016/PA.Klt., tanggal 14 September 2016 M bertepatan 
dengan 12 Dzulhijjah 1437 Hijriyah; 
Dengan Mengadili Sendiri : 
DALAM EKSEPSI 
1. Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara a quo; 
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar perkara 
ditingkat pertama sebesar Rp. 2.771.000,- (dua juta tujuh ratus 
tujuh puluh satu ribu rupiah); 
3. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya 
perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima 
puluh ribu rupiah); 
 
 
73 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Analisis Terhadap Model Penanganan Perkara Penggelapan Pasca 
Putusan Pidana No 186/Pid.B/2015/PN.KLN tentang Penggelapan 
Oleh Manajer di KJKS Khodijah Pedan Klaten 
 
1. Penanganan Perkara secara Non Litigasi 
Bahwa terhadap perkara penggelapan yang dilakukan oleh 
manajer KJKS Khodijah pihak lembaga telah melakukan upaya hukum 
secara kekeluargaan yakni dengan melakukan musyawarah internal 
lembaga. Sebagaimana dituturkan oleh ibu Hj. Fatimah Murniyati 
selaku ketua pengurus KJKS Khodijah Pedan Periode 2016-2018 
bahwa terhadap sengketa yang terjadi di KJKS Khodijah Pedan Klaten, 
pihak lembaga (KJKS Khodijah Pedan) sebenarnya telah melakukan 
upaya Penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu dengan cara 
musyawarah internal. Sebelumnya manajer KJKS Khodijah telah 
dipanggil dan dimintai keterangan terkait peristiwa penggelapan yang 
telah dilakukan. Dari hasil pertemuan tersebut diketahui bahwa 
Manajer KJKS Khodijah Pedan mengakui bahwa beliau benar telah 
mencairkan sertifikat warkat wadiah tersebut tanpa sepengetahuan 
Pengurus maupun pengelola koperasi, dalam musyawarah tersebut 
pihak manajer tidak mengakui berapa jumlah nominal uang yang telah 
ia ambil. Kemudian pihak lembaga meminta kepada Manajer KJKS 
Khodijah untuk mengembalikan uang tersebut. Namun hal tersebut 
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tidak diindahkan oleh manajer KJKS Khodijah. Setelah musyawarah di 
internal lembaga, bahwa manajer KJKS Khodijah tidak diketahui lagi 
keberadaannya. Kemudian pihak lembaga mencoba menghubungi 
Manajer KJKS Khodijah guna membicarakan masalah terkait 
penggelapan yang ia lakukan. Namun setelah dilakukan pemanggilan 
beberapa kali ternyata manajer KJKS Khodijah tidak datang ke kantor. 
Setelah itu pihak lembaga melakukan upaya pencarian terhadap 
keberadaan manajer KJKS Khodijah, akan tetapi keberadaannya tidak 
diketahui.
50
 
Dikarenakan dalam musyawarah internal tidak mencapai titik 
kesepakatan, sebenarnya masih terdapat beberapa upaya hukum diluar 
pengadilan yang dapat di tempuh oleh kedua belah pihak sebelum 
melangkah ke jalur litigasi, diantaranya adalah Alternative Dispute 
Resolution (ADR). Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (10) 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Nomor 3872; selanjutnya disebut 
UU 30/1999) menegaskan “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah 
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur 
yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan 
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian 
ahli”. 
                                                             
50
Hj Fatimah Murniyati, Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khodijah Pedan 
Klaten, Wawancara Pribadi, 12 Juli 2017, Jam10.00 – 11.00 WIB. 
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Terhadap beberapa alternatif penyelesaian perkara tersebut, 
penulis menyarankan supaya sebisa mungkin penyelesaian perkara ini 
diselesaikan di luar pengadilan, misalnya dengan mediasi. Mediasi 
merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar 
yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang 
bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. dalam hal ini pihak 
lembaga dapat meminta kepada orang yang di tuakan/founding father 
di koperasi tersebut. Dengan demikian kedua belah pihak dapat saling 
mengutarakan isi hati dan fikiran dari masing-masing pihak, sehingga 
diharapkan kesepakatan yang dihasilkan dapat memberikan rasa 
keadilan bagi kedua belah pihak.  
Jika para pihak yang bersengketa sudah melakukan upaya 
penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan sebagaimana yang telah 
ditentukan dari awal baik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi atau 
yang lainnya, namun ditengah-tengah penyelesaian sengketa 
menemukan kebuntuan dan ketidaksepahaman, masih terdapat upaya 
hukum lain diluar pengadilan yakni dengan mengajukan penyelesaian 
sengketanya kepada Badan Aritrase.  
Menurut Muladi sebagaimana dikutip Firdaus, penyelesaian 
sengketa melalui ADR mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan 
dengan penyelesaian melalui badan litigasi atau pengadilan karena 
penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan cara cepat, biaya 
murah, tanpa terikat dengan aturan hukum tertentu, bersifat 
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confidential, atas dasar prinsip win-win solution, lebih partisipatif, 
mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, tanpa mengurangi 
sifat profesionalisme.
51
 
Selain itu, Al-Qur‟an memerintahkan agar kita sesama muslim 
supaya damai, dan tidak saling bermusuhan. Sebagaimana termuat 
dalam Q.S Al-Hujarat ayat 10 : 
”Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah 
supaya kamu mendapat rahmat” (Qs. Al Hujurat : 10). 
Serta dalamQs. An-Nisa‟ ayat 128  yang artinya 
”...Pendamaian itu amat baik”. 
Dengan demikian, penulis menyarankan apabila suatu saat 
terjadi sengketa serupa yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
Khodijah agar diselesaikan secara kekeluargaan diantaranya adalah 
melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti negosiasi, 
mediasi, konsiliasi atau yang lainnya. 
Dikarenakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak 
mencapai kesepakatan, maka dalam hal ini pihak lembaga telah 
melakukan upaya hukum secara litigasi yakni gugatan Perbuatan 
Melawan Hukum  ke Pengadilan Agama Klaten. 
                                                             
51
Dailimi Firdaus, Prospek Law  Enforcement Arbitrase di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2001), Hlm. 115. 
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2. Penanganan Perkara Secara Litigasi 
a. Penanganan Secara Perdata 
Bahwa dikarenakan terjadi kerugian yang cukup besar di 
pihak lembaga, maka diperlukan upaya hukum baru guna 
menuntut ganti kerugian. Dikarenakan  sebelumnya tidak terdapat 
perjanjian antara pihak menajer dengan lembaga apabila terjadi 
sengketa, maka dalam hal ini dibutuhkan model penanganan 
khusus, guna mengembalikan kerugian yang dialami KJKS 
Khodijah Pedan.
52
 
Bahwa terhadap perkara diatas, Manajer KJKS Khodijah 
dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 
yakni penghianatan atas amanah yang telah diberikan oleh 
Pengurus dengan melakukan kezhaliman, kebatilan dengan cara 
Penggelapan/ghulul.
53
 
Dalam Al-Qur‟an dijelaskan beberapa ayat tentang 
perbuatan penggelapan/ghulul. Diantaranya terdapat dalam Surat 
An-Nisa‟ ayat 29 
 
 
                                                             
52
 Supriyanto, Advokat dari Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa 
Tengah, Klaten, Wawancara Pribadi, 12 Juli 2017, Jam10.00 – 11.00 WIB. 
53
Abdul Wakhid, Tim Normalisasi KJKS Khodijah Pedan Klaten, Wawancara Pribadi,12 
Juli 2017, Jam 09.00 WIB. 
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 Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 
(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 
suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang Kepadamu.” 
 
Al-Qur‟an Surat An-Nisa‟ ayat 30  
 
Artinya : “Dan barang siapa berbuat demikian dengan 
cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia 
kedalam Neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.” 
 
Al-Baqoroh ayat : 188,   
 
Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 
mengetahui”. 
 
Dalam Surat Ali Imran ayat: 161,  
 
Artinya: “Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat 
(dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, 
niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang 
dikhianatkanya itu.Kemudian setiap darinya akan diberi balasan 
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yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukanya,dan mereka 
tidak dizalimi”,(Ali-Imran/3:161). 
 
 
Bahwa ayat-ayat diatas menguatkan pendapat bahwa 
perbuatan penggelapan/ghulul selain harus dipertanggungjawabkan 
di akhirat, juga harus dipertanggungjawabkan di dunia. Terkait 
pertanggungjawaban di dunia, maka pelaku ghulul harus 
mengembalikan semua harta yang diambilnya kepada yang berhak. 
Terkait perkara diatas bahwa perbuatan Manajer KJKS Khodijah 
pedan yang telah mengambil harta yang bukan miliknya dengan 
cara ghulul, maka manajer KJKS Khodijah Pedan wajib 
mengembalikan harta yang telah diambilnya kepada KJKS 
Khodijah Pedan Klaten. 
Dalam konteks hukum Indonesia, hukum ganti rugi 
merupakan ranah hukum perdata, sehingga gugatan ganti kerugian 
harus diajukan secara tersendiri kepada pengadilan yang 
berwenang mengadili sengketa tersebut. Hukum perdata 
merupakan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan 
antara individu-individu dalam masyarakat.Maka dalam hal 
gugatan ganti kerugian yang dialami lembaga KJKS Khodijah 
maka pihak lembaga harus mengajukan upaya hukum baru secara 
perdata ke pengadilan yang secara yurisdiksi berwenang mengadili 
sengketa tersebut. 
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B. Analisis Terhadap Kewenangan Pengadilan Dalam Menyelesaikan 
Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Manajer KJKS Khodijah 
Pedan 
Bahwa terhadap upaya penyelesaian secara litigasi, pihak lembaga 
telah melakukan hukum perdata, diantaranya adalah gugatan perbuatan 
melawan hukum ke Pengadilan Agama Klaten. Namun dalam hal ini 
terdapat kendala terkait kewenangan Absolut pengadilan dalam menangani 
sengketa antara pengurus dan pengelola/manajer di koperasi jasa keuangan 
syariah. Beberapa alasan majelis hakim Pengadilan Agama Klaten yang 
menjadi landasan hukum dalam memutus perkara adalah sebagai berikut:   
Bahwa eksepsi tergugat (manager) tentang gugatan penggugat 
kabur (obscuur libel), karena tidak jelasnya hubungan hukum antara 
penggugat dengan tergugat I (manager), dimana penggugat dalam surat 
gugatannya tidak secara rinci, tegas dan jelas dalam menguraikan dalil-
dalil positanya tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat 
I sebagai sengketa ekonomi  syariah, dimana seharusnya diuraikan oleh 
penggugat tentang hal-hal sebagai berikut: 
5. Apakah ada akad perjanjian antara Penggugat sebagai badan hukum 
dengan tergugat 1 sebagai manager ? 
6. Apakah akad perjanjian antara Penggugat sebagai badan hukum 
dengan Tergugat 1 sebagai manager berbentuk akad syariah ? 
7. Jika ada akad perjanjian antara penggugat sebagai badan hukum 
dengan tergugat 1 sebagai manager, hal-hal apa saja yang telah 
dilakukan oleh Tergugat 1 sehingga merugikan Penggugat ? 
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8. Unsur-unsur apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 sebagai 
perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat ? 
Setelah upaya hukum di tingkat pertama tidak mencapai 
kesepakatan kedua belah pihak, maka pihak penggugat (KJKS Khodijah 
Pedan) dalam hal ini melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan 
Tinggi Semarang. Adapun pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan 
Tinggi Semarang dalam memutus perkara adalah sebagai berikut: 
Menimbang bahwa sengketa/perselisihan Penggugat dengan 
Tergugat I tersebut adalah dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara 
Penggugat selaku Pengurus Koperasi dengan Tergugat I selaku manajer 
Koperasi yang semula diangkat oleh Penggugat. 
Menimbang bahwa berkaitan dengan sengketa tersebut lebih 
dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 
 Menimbang bahwa manajer Koperasi yang dalam Undang-undang 
disebut pengelola Koperasi, adalah anggota koperasi atau pihak ketiga 
yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola 
koperasi atau unit simpan pinjam koperasi demikian pengertian yang 
dimaksud oleh pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah RI (permenkop UMKM RI) Nomor 
16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syari‟ah oleh Koperasi dengan demikian 
berdasarkan pasal 15 ayat 3 Permenkop KUMKM RI tersebut maka 
pengelola  koperasi bertanggungjawab kepada pengurus koperasi. 
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 Menimbang bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 6 Permenkop dan 
UMKM RI tersebut bahwa hubungan kerja antara pengelola koperasi 
dengan pengurus adalah hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat 
paling sedikit 3 (tiga) hal yakni : (a) jangka waktu perjanjian kerja, (b) 
wewenang, tanggungjawab, Hak dan kewajiban masing-masing pihak dan 
(c) penyelesaian perselisihan. 
 Menimbang bahwa dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 
tentang perkoperasian (yang telah dinyatakan tidak berlaku) maupun 
Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, tidak diatur 
secara jelas tentang penyelesaian sengketa sesama anggota atau pengurus 
koperasi atau antara manajer (pengelola) dengan pengurus koperasi, 
namun begitu secara analogis sesuai dengan kententuan pasal 60 ayat 4 
Undang-undang nomor 17 tahun 2012 yang berbunyi : pengurus yang 
karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat 
ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 
anggota atas nama koperasi, berdasarkan hal  tersebut maka terhadap 
pengelola (manajer) koperasi yang menyalah gunakan wewenangannya 
dan merugikan koperasi dapat juga digugat kepengadilanapabila tidak bisa 
diselesaikan secara musyawarah/  kekeluargaan. Adapun dalam Undang-
Undang tersebut yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan 
Umum. 
 Menimbang bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk 
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah berdasarkan pasal 49 
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Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan 
pasal 49 huruf i yang berbunyi : Yang dimaksud dengan ekonomi syariah 
adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 
syariah antara lain meliputi : (a) bank syariah (b) lembaga keuangan 
syariah (c) asuransi syariah (d) reasuransi syariah (e) reksa dana syariah (f) 
obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah (g) sekuritas 
syariah (h) pembiayaan syariah (i) pegadaian syariah (j) dana pensiun 
lembaga keuangan syariah (k) bisnis syariah. 
 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dan kegiatan 
usaha tersebut adalah transaksi perekonomian/bisnis perorangan/nasabah 
dengan lembaga keuangan bank maupun non bank atau antar lembaga 
keuangan bank maupun non bank yang didasarkan pada prinsip syariah 
seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah 
dan lain-lain yang sejenis.  
 Menimbang bahwa dalam perkara aquo, inti sengketa antara 
Penggugat selaku Pengurus Koperasi dengan Tergugat I selaku manajer 
(pengelola) Koperasi dan Tergugat II selaku suami Tergugat I serta 
Tergugat III bukanlah sengketa yang termasuk dalam pengertian perbuatan 
dan kegiatan usaha perekonomian/bisnis berdasarkan prinsip syariah yang 
penyelesaian sengketanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama 
sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang tersebut diatas. 
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Menimbang bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 
Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0059/ Pdt. G/2016/PA.Klt., 
tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 
Dzulhijjah 1437 Hijriyah harus dibatalkan, pula karena telah ternyata dalil 
eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Turut Tergugat I ditolak, maka 
Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri sebagaimana dalam 
putusan ini. 
M E N G A D I L I : 
- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh 
penggugat/pembanding dapat diterima; 
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0059/ Pdt. 
G/2016/PA.Klt., tanggal 14 September 2016 M bertepatan dengan 12 
Dzulhijjah 1437 Hijriyah; 
Dengan mengadili sendiri : 
DALAM EKSEPSI 
4. Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara a quo; 
5. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar perkara ditingkat 
pertama sebesar Rp. 2.771.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu 
rupiah); 
6. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara 
dtingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 
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 ANALISIS PENULIS 
Bahwa setelah adanya undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan 
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009bahwa pengadilan agama telah 
diberi wewenang untuk menyelesaiakan sengketa di bidang ekonomi 
syariah. 
Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 
tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 
sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 49 huruf i yang berbunyi: 
Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan 
usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi : (a) 
bank syariah (b) lembaga keuangan syariah (c) asuransi syariah (d) 
reasuransi syariah (e) reksa dana syariah (f) obligasi syariah dan surat 
berharga jangka menengah syariah (g) sekuritas syariah (h) pembiayaan 
syariah (i) pegadaian syariah (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah 
(k) bisnis syariah. 
Bahwa sebagaimana juga tertuang dalam penjelasan pasal 49 UU 
nomor 3 tahun 2006  menyatakan : yang dimaksud dengan “antara orang-
orang yang beragama Islam” karena semuanya menundukkan diri 
termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan 
diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi 
kewenangan Peradilan Agama sesuai ketentuan pasal ini. Sehingga 
koperasi Syari‟ah termasuk seluk-beluk didalamnya merupakan satu 
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bagian dari ekonomi syari‟ah yang menjadi kewenangan absolut 
Pengadilan Agama 
Bahwa dalam pengelolaan kegiatan usaha tersebut wajib tunduk 
kepada prinsip syari‟ah, dimana lembaga tersebut dalam menjalankan 
kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syari‟ah dan memenuhi standar yang 
telah ditetapkan Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka 
untuk memastikan ke syariah-an dalam aplikasi koperasi syari‟ah 
diwajibkan ada Pengawas Syari‟ah. Bahkan DSN MUI telah merumuskan 
aturan bagaimana menerapkan prinsip syariah kedalam bisnis “lembaga 
keuangan syari‟ah”.  
Bahwa atas hal tersebut DSN MUI telah membuat fatwa No. 
14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem distribusi Hasil Usaha dalam 
Lembaga Keuangan Syari‟ah54dan fatwa DSN MUI No. 15/DSN-
MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga 
Keuangan Syari‟ah.55Dengan demikian menunjukkan hal-hal yang 
berhubungan dengan pengelolaan juga merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dengan ekonomi syari‟ah. 
Bahwa untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan haruslah 
merujuk kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sejak 
dijatuhkankannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 
                                                             
54
Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga 
Keuangan Syari‟ah. 
55
Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam 
Lembaga Keuangan Syari‟ah. 
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tanggal 29 Agustus 2013
56
, maka klausul tentang kewenangan mengadili 
harus dimaknai kewenangan Pengadilan Agama.  
Hubungan antara Pengurus dan Manajer/Pengelola dapat dilihat 
dalam Bab V pasal 17 Permenkop dan UMKM RI Nomor 
16/Per/M.KUKM/IX/2015 disebutkan : ayat (1) Ruang lingkup standar 
operasional manajemen meliputi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari : 
a. Standar operasional manajemen kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi 
b.  Standar operasional manajemen usaha KSPPS/ USPPS Koperasi 
c.  Standar operasional manajemen keuangan KSPPS/ USPPS Koperasi 
d.  Pengamanan aset dan hutang. 
 Ayat (2) standar operasional manajemen kelembagaan terdiri dari : 
a. Organisasi dan manajemen KSPPS/ USPPS Koperasi. 
b. Pengelolaan organisasi. 
c. Prosedur penutupan USPPS Koperasi. 
d. Prosedur pembubaran KSPPS. 
e. Pembagian dan penggunaan SHU. 
f. Pengelolaan aset KSPPS dan USPPS Koperasi. 
Dengan demikian menunjukan bahwa hubungan antara pengelola 
dengan pengurus itu juga menggunakan prinsip syari‟ah sehingga 
penyelesaian sengketanya merupakan kewenangan Pengadilan Agama. 
                                                             
56
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tentang 
Perbankan Syariah. 
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Bahwa jika dianalogikan dengan Perbankkan Syari‟ah sebagaimana 
UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang  dimaksud dengan 
perbankan syari‟ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank 
Syari‟ah dan Unit Usaha syari‟ah, mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 
Sehingga berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengelola 
(manager) lembaga keuangan syari‟ah merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari lembaga keuangan syari‟ah itu sendiri atau masuk dari 
cakupan ekonomi syari‟ah. Bahwa dapat dianalogikan tersebut juga dapat 
kita ambil dalam pasal 50, 51 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah yang menjelaskan bahwa struktur dan manajemen merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dalam lembaga keuangan syari‟ah. 
Bahwa secara sosiologis, secara jelas telah dipaparkan bahwa 
persoalan yang terkait dengan transaksi ekonomi syari‟ah sudah lama 
hidup dan dipraktekan dalam masyarakat muslim Indonesia oleh 
karenanya kewenangan absolut yang tertuang dalam pasal 49 UU nomor 3 
tahun 2006 sudah tepat dengan memberikan Kompetensi perbankan dan 
lembaga keuangan syari‟ah kepada Peradilan Agama. Bahwa sebagaimana 
juga tertuang dalam penjelasan pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006  
menyatakan : Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama 
Islam” karena semuanya menundukkan diri termasuk orang atau badan 
hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada 
hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan 
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Agama sesuai ketentuan pasal ini. Sehingga koperasi Syari‟ah termasuk 
seluk beluk didalamnya merupakan satu bagian dari ekonomi syari‟ah 
yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. 
Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 adalah bersifat Final dan 
Mengikat. Ada 4 (empat) hal ruang lingkup dan jangkauan Pengadilan 
Agama dibidang Perbankan Syari‟ah pasca Putusan MK RI nomor 
93/PUU-X/2012 Litigasi dan Nonlitigasi, keempat hal tersebut yaitu : 
1. Kewenangan meliputi semua perkara dibidang perdata. 
2. Kewenangan meliputi sengketa antara bank syari‟ah dengan pihak non-
Islam . 
3. Tidak menjangkau klausula arbitrase. 
4. Kewenangan meliputi putusan arbitrase syari‟ah dibidang perbankan 
syari‟ah.57 
Dari hal diatas menunjukan bahwa sudah selayaknya gugatan 
diajukan ke Pengadilan Agama.
58
 
Berdasarkan uraian diatas penulis sepakat dengan pendapat dari 
Tim Normalisasi KJKS Khodijah Pedan Klaten bahwa penyelesaian 
sengketa Perbuatan Melawan Hukum antara Lembaga KJKS Khodijah 
Pedan dengan Manajer KJKS Khodijah Pedan diselesaikan di Pengadilan 
Agama Klaten. 
                                                             
57
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Penyelesaian Sengketa 
Perbankan Syariah. 
58
Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 
93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi...., hlm. 83-86. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
1. Penyelesaian perkara penggelapan/ghulul di KJKS Khodijah Pedan 
dilakukan melalui beberapa cara yaitu: 
a. Upaya Penyelesaian Secara Non Litigasi 
Dalam hal ini, Pengurus KJKS Khodijah Pedan telah 
melakukan upaya hukum secara kekeluargaan, yakni dengan 
melakukan musyawarah internal lembaga.  
b. Upaya Penyelesaian Secara Litigasi.  
Setelah manajer terbukti melakukan penggelapan dan telah 
menjalani hukuman pidana, maka manajer dapat digugat secara 
perdata guna mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya. 
Dalam hal ini Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khodijah 
Pedan telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke 
Pengadilan Agama Klaten. 
2. Terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan 
penggugat/KJKS Khodijah Pedan terhadap tergugat/Manajer, Majelis 
Hakim pada Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Tinggi Agama 
Semarang menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut 
dengan alasan bahwa perkara tersebut bukan kewenangan Pengadilan 
Agama. Akan tetapi dalam analisis yang penulis lakukan, penulis 
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berpendapat bahwa perkara tersebut secara juridiksi seharusnya 
menjadi kewenangan Pengadilan Agama.  
 
B. SARAN 
1. Bagi pengelola koperasi harap selalu amanah dalam mengemban tugas. 
2. Bagi pengurus koperasi supaya selalu menjaga koordinasi serta selalu 
melakukan pengawasan terhadap perilaku anggota koperasi. 
3. Bagi pemerintah supaya membuat peraturan baru sebagai landasan 
hukum lembaga keuangan syariah yang lebih spesifik, guna 
menghindari perbedaan penafsiran hukum. 
4. Bagi masyarakat agar selalu bertanggungjawab atas apa yang menjadi 
kewajibannya, yakni apabila mempunyai tanggungan hutang segera 
dibayar. 
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